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PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 43 TAHUN 2011 
TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG BARAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kepala 
daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan 
akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar 
akuntansi pemerintahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bandung Barat; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang  
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barat tahun 2008); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
BARAT. 
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BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1  

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati  adalah Bupati Bandung Barat.  
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD  adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat. 
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban keuangan daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan daerah. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah. 

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
pengelolaan APBD. 

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelola keuangan daerah. 

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut 
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD yang 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

14. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna 
Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

15. Kuasa Pengguna Anggran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas 
dan  fungsi SKPD. 

16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik 
daerah.  

17. Akutansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengiktisaran 
transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya serta 
penyajian laporan. 
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18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 

19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimapanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada 
Bank yang ditetapkan. 

20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, meyetorkan, penatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD. 

22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,  
menyimpan, membayarkan, penatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan 
SKPD. 

23. Kapitalisasi aset adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran 
untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan 
kapasitas/efisiensi atau memperpanjang umur tekhnisnya dalam ragka menambah 
nilai-nilai aset tersebut. 
 

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2  

Maksud ditetapkannya kebijakan akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 
Barat adalah untuk dijadikan pedoman dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan 
atas asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan 
keuangan. 
 

Pasal 3  
Tujuan ditetapkannya Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 
Barat adalah untuk terciptanya tertib administrasi keuangan Daerah. 
 

BAB III  
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 4  

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat terdiri atas prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang 
dipillih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan. 
 

Pasal 5  
Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dibangun atas 
dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu 
pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. 
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Pasal 6  
Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mengatur: 
a. penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan 

keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, 
maupun antar entitas akuntansi. 

b. dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah 
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

c. dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi 
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

d. dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas yang memberikan informasi historis 
mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah dengan 
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non 
keuangan, pembiayaan dan non anggaran selama satu periode akuntansi. 

e. dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas 
Laporan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti 
kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material 
antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut 
angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 

f. dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi aset, 
kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 
penyajiannya dalam laporan keuangan. 

g. perlakuan kuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan 
peristiwa luar biasa. 

h. penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi 
SKPD dan SKPKD dalam rangka penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan 
keuangan. 
 

Pasal 7  
Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP  
. 

Pasal 8  
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai 
petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Badan, sesuai 
bidang tugas yang menjadi kewenangannya. 
 

Pasal 9  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 
 

Ditetapkan di Bandung Barat 
pada tanggal 1 Desember 2011 
BUPATI BANDUNG BARAT, 

 
ttd. 

 
ABUBAKAR 

 
Diundangkan di Bandung Barat 
pada tanggal 1 Desember 2011 
 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG BARAT, 
 

ttd. 
 
 MAMAN S. SUNJAYA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 43 


